Menimbang

Mengingat

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 400.10.1 /630 TAHUN 2024

TENTANG

DESA WISATA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

a.

BUPATI KEBUMEN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa
Wisata di Provinsi Jawa Tengah, Desa Wisata yang
dilakukan pencanangan dan penilaian oleh Bupati
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

bahwa berdasarkan Berita Acara Klasifikasi Desa Wisata
Tahun 2024 Kabupaten Kebumen, Nomor
556/1257/BA/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 dan
Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen, Nomor 500.13/1709/KEP/VII/2024,
tentang Klasifikasi Desa Wisata Tahun 2024, perlu
menetapkan desa wisata di Kabupaten Kebumen;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Desa Wisata di Kabupaten Kebumen Tahun
2024;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2



Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5262);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kbaupaten Kebumen Nomor

181);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Desa Wisata di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Juli 2024




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 4oo-10-1 / k30 TAHUN 2024

TENTANG

DESA WISATA DI KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2024

DAFTAR DESA WISATA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

NO NAMA DESA KLASIFIKASI

1. | Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan Desa Wisata Berkembang
2. | Desa Pejagatan Kecamatan Kutowinangun Desa Wisata Berkembang
3. | Desa Kenoyojayan Kecamatan Ambal Desa Wisata Berkembang
4. | Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng Desa Wisata Berkembang




